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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang;

.

bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi
unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapata
sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis,
kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak
memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang
diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum,
dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan
pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan
peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional,
schingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur
tangan dan paksaan dari manapun:

d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah
dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan
perkembangan zaman;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, ¢, d, dan e,
perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat:
I. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERS
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

00 =1 & Lh 4

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan
jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar,
serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak,
media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers
meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan
media lainnya yvang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan
informasi.

Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau
media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.

Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi
yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat
mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin
dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran
atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan

nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau

sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan

informasi yvang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu

informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh
pers yang bersangkutan.



14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II
ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN
PERANAN PERS

Pasal 2
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip
demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3
(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan
kontrol sosial.
(2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai
lembaga ekonomi.

Pasal 4

(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan
penyiaran.

(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari,
memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai
Hak Tolak.

Pasal 5
(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati
norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6
Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui:

b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum,
dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;

¢. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan

dengan kepentingan umum;

memperjuangkan keadilan dan kebenaran;
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BAB II1
WARTAWAN

Pasal 7
(1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
(2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV
PERUSAHAAN PERS

Pasal 9
(1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10
Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk
kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12
Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamt dan penanggung jawab secara terbuka
melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat
percetakan.

Pasal 13
Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan
hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;

b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14
Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke lvar negeri, setiap warga negara
Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.



BAB V
DEWAN PERS

Pasal 15
(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers
nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan

masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers:

mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di
bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

g. mendata perusahaan pers;
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(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :
a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers:
c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya
yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.
(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat
dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
a4, Organisasi pers;
b. perusahaan pers;
c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI
PERS ASING

Pasal 16
Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT



Pasal 17
(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan
menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan
kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;

b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan
meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang
berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13
dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta
rupiah).

(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana
dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang
pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap
menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang
baru berdasarkan undang-undang ini.

(2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib
menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:



I. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-
barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin,
surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUELIK INDONESILA

ud

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

td

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 11

Plt

Edy Sudibyo



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS

1. UMUM

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi
media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana
untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers
berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang
Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal
itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan
kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat
terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta
keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers vang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi
juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVIIVMPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan
bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan
dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal
19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan
mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat
tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menvampaikan informasi
dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan vidak memandang batas-
batas wilavah".

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun
penyelewengan dan penyimpangan lainnya.



Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati
hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka
dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya
Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti
pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk
dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak
mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Avyat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip
ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para
wartawan dan karyawannya semakin meningkat
dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.
Pasal 4
Avyat (1)
Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers
dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah
bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan,

pelarangan, dan atau penekanan agar hak
masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.



Pasal 5

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang
disertai kesadaran akan pentingnya penegakan
supremasi hukum yang dilaksanakan oleh
pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang
dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta
sesuai dengan hati nurani insan pers.

Avyat (2)

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan
penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan
media elektronik. Siaran yang bukan merupakan
bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur
dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Avyat (4)

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan
dapat melindungi sumber-sumber informasi,
dengan cara menolak menyebutkan indentitas
sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan
dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau
diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan
keselamatan negara atau ketertiban umum yang
dinyatakan oleh pengadilan.

Ayat (1)

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak
menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan
seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang
masih dalam proses peradilan, serta dapat
mengakomodasikan kepentingan semua pihak
yang terkait dalam pemberitaan tersebut.
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak
masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat
umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan

benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan
kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju

masyarakat yang tertib.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik"
adalah kode etik yang disepakati organisasi
wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.
Pasal 8

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan
perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan
dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 9
Ayat (1)
Setiap warga negara Indonesia berhak atas

kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai
dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan
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perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yvang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang
penting dan strategis dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bermegara. Oleh
karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan
pers dengan membentuk lembaga atau badan
usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10

Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah
peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan
karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar
tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan
penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat
percetakan;

b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan
penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran
karya jurnalistik;

c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan
karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud
pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau
disiarkan.
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Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung
jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang
redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk
mengembangkan kemerdekaan pers dan
meningkatkan kualitas serta kuantitas pers
nasional.
Ayat (2)
Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah
yvang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi
dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik
Jurnalistik.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
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Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Untuk melaksanakan peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat

dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media
(media watch).

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan
oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut
diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
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Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887



1. Kode Etik Jurnalistik
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Bagian I1l: Kode Etik

Kode Etik Jurnalistik



DEWAN PERS

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
Nomor: 03/SK-DP/II11/2008
Tentang
KODE ETIK JURNALISTIK

DEWAN PERS,

Menimbang : 1.Bahwa telah terjadi perkembangan
yang sangal pesal dalam kehidupan
pers nasional selama enam tahun
terakhir sejak diberlakukannya
Undang-Undang No.40 lahun 1988
tentang Pers;

2. Bahwa Kode Elik Wartawan Indonesia
(KEWI) yang disepakati oleh 26
organisasi wartawan di Bandung pada
langgal 6 Agustus 1989 dinilai perlu
dilengkapi sehingga dapat menampung
berbagai persoalan pers  yang
berkembang saal ini, lerulama yang
terjadi pada media pers elektronik;

3. Bahwa berbagai perusahaan pers dan
organisasi warlawan masing-masing

telah mempunyai kode etik;



Memperhatikan :

4. Bahwa dengan demikian perlu

1

ditelapkan kode etik jurmalistik yang
baru yang berlaku secara nasional,
sebagai landasan moral atau etika
profesi dan menjadi  pedoman
operasional dalam menegakkan
integritas dan  proflesionalilas

warlawan.

.Undang-Undang Mo. 40 Tahun

1999 tentang Pers;

Keputusan Presiden Nomor 143/M
Tahun 2003 tanggal 13 Agustus
2003, lentang Keanggotaan Dewan
Pers periode tahun 2003—20086,

Kepulusan Sidang Pleno |

Lokakarya V vyang dihadin 29
organisasi pers, Dewan Pers, dan
Komisi Penyiaran Indonesia pada
hari Selasa, 14 Maret 2006, di
Jakarta:

.Sidang Pleno Dewan Pers pada

hari Jumat, 24 Maret 2006, di
Jakarta.



MEMUTUSKAN
Menetapkan :

Pertama : Kode Elik Jumnalistik sebagaimana terlampir
sebagai pengganti dar Kode Etik Wartawan
Indonesia.

Kedua : Kode Etik Wartawan Indonesia sebagaimana
terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pers
Mo 1/SK-DP/2000  dinyalakan lidak berlaku
lagi.

Ketiga : Keputusan Dewan Pers ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Diletapkan di Jakarla
pada tanggal 24 Maret 2006

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA



DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS
MNomor: 6/Peraturan-DP/\V/2008
Tentang Pengesahan
SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
Momor: 03/SK-DP/I2006
Tentang
KODE ETIK JURNALISTIK
SEBAGAI PERATURAN DEWAN PERS

DEWAN PERS,
Menimbang : Bahwa agar Kode Etik Jurnalistik yang

lelah disepakali dan difasilitasi oleh
Dewan Pers dalam Surat Keputusan
Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/N/2006
dapat berlaku secara lebih efektif, maka
perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan

Dewan Pers.

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (2)
huruf f Undang-Undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Nomor 7/M
Tahun 2007 Tanggal 9 Februari
2007, tentang Keanggotaan Dewan
Pers periode tahun 2006—2009.



Menetapkan:

Pertama :

Kedua .

3. Keputusan Sidang Pleno Dewan
Pers, Senin, tanggal 12 Mei 2008,
di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Peraturan Dewan Pers tentang
Pengesahan Surat Keputusan Dewan
Pers MNomaor 03/8K-DR/MNI2006
lertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode
Elik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan

Pers

Mengesahkan Sural Kepulusan
Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/ 1172006
tertanggal 24 Maret 2006 tentang
Kode Etik Jumalistik dengan segala
lampirannya sebagai Peraturan Dewan

Pers.

Peraturan Dewan Pers ini mulai beraku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2008
Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA



Lampiran

Peraturan Dewan Pers

MNomor &/Peraturan-DPN/ 2008

Tentang

Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers
Momaor 03/SK-DP/IIN/2006

Tentang

KODE ETIK JURNALISTIK

KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers
adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah
sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan
berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan
meningkatkan kualitas  kehidupan manusia. Dalam
mewujudkan kemerdekaan pers ilu, wartawan Indonesia
juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung
jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-
norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan
peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang,
karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk
dikontrol oleh masyarakat,

Unluk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi
hak publik untuk memperoleh informasi yang benar,
wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan
efika profesi sebagai pedoman operasional dalam

menjaga kepercayaan publik dan menegakkan inlegrilas



serta profesionalisme., Alas dasar ilu, warlawan Indonesia

menelapkan dan menaali Kode Elik Jurmalistik:

Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen,
menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan
tidak beritikad buruk.

Penafsiran

a. Independen berarti memberitakan perisliwa  alau
fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur
tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain
termasuk pemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarli dipercaya benar sesuai keadaan objektif
ketika peristiwa terjadi.

¢. Berimbang berarti  semua  pihak  mendapat
kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti
tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata

untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang

profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:

menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

b. menghormati hak privasi;
. lidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faklual dan jelas

sumbernya;



rekayasa pengambilan dan pemualan atau penyiaran
gambar, folo, suara dilengkapi dengan keterangan
tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
menghormati pengalaman traumatik narasumber
dalam penyajian gambar, folo, suara;
lidak melakukan plagiatl, tlermasuk menyalakan hasil
liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
penggunaancara-caratertentudapatdipertimbangkan
untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan
publik.

Pasal 3

Wartawan Indenesia selalu menguji

informasi, memberitakan secara berimbang, tidak

mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi,

serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran
Menguji informasi berarti melakukan check and
recheck tentang kebenaran informasi itu.
Berimbang adalah memberikan ruang atau wakiu
pemberitaan kepada masing-masing pihak secara
proporsional.
Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi
wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif,
yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan
atas fakta.
Asas praduga lak bersalah adalah prinsip lidak

menghakimi seseorang.



Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita

bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran
Bohong berarli sesuatu yvang sudah  diketahui
sebelumnya oleh warlawan sebagai hal yang lidak
sesuai dengan fakta yang terjadi.
Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan
secara sengaja dengan niat buruk.
Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas
kasihan.
Cabul berarli penggambaran lingkah laku secara
erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan
yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu
birahi.
Dalam penyiaran gambar dan suara dar arsip,
warlawan  mencantumkan  waklu  pengambilan
gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan

menyiarkan identitas Korban Kejahatan susila dan

tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi

pelaku kejahatan.

a.

Penafsiran
Identitas adalah semua data dan informasi yang
menyangkul dini seseorang  yvang memudahkan

orang lain untuk melacak.



b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16

tahun dan belum menikah.

Pasal &
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan

profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan
yang mengambil keuntungan pribadi alas informasi
yang diperoleh saal berlugas sebelum informasi
tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk
uang, benda atau fasilitas dar pihak lain yang

mempengaruhi independensi.

Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk
melindungi narasumberyang tidak bersediadiketahui
identitas maupun keberadaannya, menghargai
ketentuan embarge, informasi latar belakang, dan

“off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan
identitas dan keberadaan narasumber demi
keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan  pemuatan  atau
penyiaran  berita sesuai dengan  permintaan

narasumber.



¢. Informasi latar belakang adalah segala informasi
alau dala dari narasumber yang disiarkan alau
diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.

d. “Off the record” adalah segala informasi atau data
dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau
diberitakan.

Pasal 8
Wartawanindonesiatidakmenulisataumenyiarkan
berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi
terhadap sesecrang atas dasar perbedaan suku, ras,
warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta
tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin,

sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik
mengenai sesuatu  sebelum mengelahul secara
jelas.

b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak
narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali

untuk kepentingan publik.

Penafsiran
a. Menghormali hak narasumber adalah sikap menahan

diri dan berhati-hati.



b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan
seseorang dan  Keluarganya selain yvang  lerkait
dengan kepentingan publik,

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat,
dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat
disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca,

pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran
a. Segera berarli tlindakan dalam waklu secepat
mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran
dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan

lerkail dengan subslansi pokok.

Pasal 11
Wartawan Indeonesia melayani hak jawab dan hak
koreksi secara proporsional.
Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok
orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan
terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan
nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak seliap orang  unfuk
membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan
oleh pers, bailk tentang dirinya maupun tentang orang

lain.



¢. Proporsional berarli setara dengan bagian berila

yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pefanggaran kode etik jurnalistik
difakukan Dewan Pers.
Sanksiatas pelanggaran kode etikjurnalistik difakukan

oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006



I1l. Peraturan Dewan Pers No O1/Peraturan-DP/VII/2017 Tentang Prosedur
Pengaduan ke Dewan Pers.

https://dewanpers.or.id/assets/documents/pengaduan/prosedur pengaduan.pdf

gy, -p..'p":".'

DEWAN PERS
PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017
Tentang
PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS

DEWAN PERS

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas
dan mengoptimalkan fungsi Dewan Pers telah dibuat
Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers vang ditetapkan
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/
WVII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
2. Bahwa berhubung dengan tuntutan perkembangan pers
dan organisasi Dewan Pers perlu dilakukan revisi atas
Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

Mengingat + 1. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ieniang

Pers;

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor

14 Tahun 2016 tentang Keanggolaaan Dewan Pers peri-

ode tahun 2016-2019;

3. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Jumat, 7 Juli
2017, di Jakarta
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Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

MEMUTUSKAN

Peraturan Dewan Pers tentang Prosedur Pengaduan ke
Dewan Pers,

Mengesahkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-
DP/VIL2017 tentang Prosedur Pengaduan Dewan Pers
schagaimana terlampir,

Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VIL2013
tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Peraturan  Dewan  Pers  ini berlaku  sejak  tanggal
ditetaplkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2017

Ketua Dewan Pers

Yosep Adi Prasetyo



Lampiran;

Peraturan Dewan Pers

Nomor 01/ Peraturan-DIVVIL2017

lentang

PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS

PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS

PENDAHULUAN

Bahwa kebebasan pers adalah salah sain bentuk jaminan pemenuhan hak
warganegara atas informasi, hak asasi manusia, dan hak untuk tabu vang lebih
merupakan kewajiban negara ini untuk diberikan kepada wartawan. Hak untuk
mendapatkan, mengolah dan menyampaikan informasi yang sepenuhnya harus
dijamin olch negara.

Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satn wujud kedaulatan rakyai
vang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi
hukum.

Bahwa dalam upava mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk
meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers vang independen,
uniuk melindungi kemerdekaan pers, menctapkan dan mengawasi pelaksanaan
Kode Enk Jumalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan
penyelesaian pengaduan masyarakai atas kasus-kasus yang berhubungan dengan
pemberitaan pers.

Oleh karena itu dalam rangka mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalisuk,
Dewan Pers menerima dan memproses pengaduan serta menindaklanjuti
informasi dari masyarakal menvangkul dugaan adanya pelanggaran Kode
Etik Jurnalistik dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, Dewan Pers menyusun
prosedur pengaduan sebagai berikut:

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(17 Pengaduan adalah kegiatan sescorang, sckelompok orang atau lembaga/
instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan
karya dan atau kegiatan jumalistik kepada Dewan Pers.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10}

()

(12)

Pengadu adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi
vang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan
atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.

Teradu adalah wartawan, perusahaan pers, sescorang atau sckelompok
orang, atau lembaga/instansi yang diadukan.

Kuasa adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi
yvang mendapal kuasa secara teriulis untuk mewakili pengadu atau teradu.
Kasus pers adalah kasus yang terkait dengan karya jurnalistik dan atau
kegiatan jurnalisuk oleh wartawan dan perusahaan pers vang memenuhi
syarat ketentuan Undang Undang No 40/1999 tentang Pers dan Peraturan-
Peraturan Dewan Pers.

Karya jurnalisiik adalah hasil kegiatan jurnalistik yang berupa tulisan,
suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafk maupun dalam
bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elekironik dengan
menggunakan sarana yvang tersedia.

Kegiatan jurnalisiik adalah kegiatan mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyvampaikan informasi baik dalam bentuk
tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun
dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik,
dan segala jenis saluran yvang tersedia dalam rangka menjalankan tugas,
peran dan lungsi pers schagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No
4071999 tentang Pers,

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang
disusun oleh organisasi-organisasi pers yang difasilitasi dan ditetapkan
oleh Dewan Pers.

Mediasi adalah upaya penyelesaian pengaduan antara Pengadu dan Teradu
melalui pertemuan tatap muka atan dalam bentuk komunikasi lain.
Ajudikasi adalah penilaian atas materi aduan berdasarkan Undang-Undang
Mo 40/1999 entang Pers, Kode Elik Jurnalistik, dan Peraturan-Peraiuran
Dewan Pers,

Risalah Penyelesaian Pengaduan adalah dokumen yang memual penilaian
Dewan Pers serta kesepakatan Pengadu dan Teradu.

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi adalah dokumen yang memuat
penilaian akhir dan rekomendasi atas pengaduan vang diambil melalui
Keputusan Rapai Pleno Dewan Pers.



BABII

RUANG LINGKUP
Pasal 2
Hal vang Bisa Diadukan
Dewan Pers menerima pengaduan kasus pers yang menyangkut:

Karya jumalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang terkail dengan
kegiatan jurnalistik;
Kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers;
Iklan schagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundangan vang berlaku.

Pasal 3
Karya jurnalisiik vang bisa diadukan adalah karya vang diterbitkan atau

distarkan sclama-lamanya 2 (dua) bulan scbelummya, kecuali untuk kasus khusus
yvang menyangkut kepentingan umum, prasangka atau kebencian terkait suku,

agama, ras dan antargolongan (SARA), ajakan melakukan tindakan kekerasan,

atau hal-hal lain atas pertimbangan Dewan Pers.

Pasal 4
Hal yang Tidak Bisa Diadukan
Dewan Pers tidak menangani pengaduan karya jurnalistik vang sudah

diajukan ke kepolisian atau pengadilan, kecuali:

.

Pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau penga-
dilan untuk disclesaikan olch Dewan Pers;

Kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers;
Kasus vang ditangam oleh kepolisian atau pengadilan dapat mengancam dan
membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia;
Dalam hal butir (b) di atas terjadi, Dewan Pers dapal melakukan koordinasi
dengan kepolisian unuk memprioritaskan penanganan kasusnya di Dewan
Pers.

BAR 111
PARA PIHAK
Pasal 5
Pengaduan erhadap Karyva Jurnalisiik



(1} Jika terkait karya jurnalistik, teradu adalah penanggung jawab media.
(2) Pengadu mengajukan karya jurnalistik yvang diduga melanggar Undang-
Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 6
Pengaduan terhadap Kegiatan Jurnalistik
(1} Jika terkait kegiatan jurnalistik, teradu adalah wartawan beserta penanggung
jawab media yang bersangkutan.
(2) Pengadu mengajukan bukti kegiatan jurnalistik vang diduga melanggar
Undang-Undang Pers dan atan Kode Etk Jurnalistik,

Pasal 7
Kuasa Pengaduan
(1) Pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Dewan Pers,
Kehadiran kuasa dapat diterima jika dilengkapi surat kuasa.
(2) Jika dalam proses penanganan pengaduan dibutubhkan kehadiran pihak
media yang diadukan, maka vang hadir adalah penanggung jawab atan yang
mewakili dengan dilengkapi suratl tugas.

BAB 1V
ADMINISTRASI PENGADUAN
Pasal 8

(1) Pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir
pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers.,

{2) Pengadu wajib mencantumkan identitas diri.

{3) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamal Gedung Dewan Pers Laniai
7-8, Jalan Kebon Sirih Mo. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3504875, 77,
faksimili: 021-3452030, surel: pengaduan@dewanpers.orid; sckretarial@
dewanpers.or.id.

{4y Berkas pengaduan yang diberikan kepada Dewan Pers pada prinsipnya
bersifat terbuka, kecuali Dewan Pers menentukan lain.

(1) Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media siber
menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi, judul tulisan/
program siaran, alamat laman detail artikel untuk media siber, atau deskripsi



foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau
data pendukung serta, jika ada, bukti komunikasi menyangkut berita vang
dipersoalkan dengan media bersangkutan.

BABV
PENANGANAN PENGADUAN
Pasal 9
(1) Penanganan pengaduan diawali penjelasan secara tertulis kepada Pengadu
dan Teradu temtang detail pengaduan, proses vang akan dilaksanakan dan
hasil dari pengaduan.
(2) Penanganan pengaduan dilakukan di Sekretariat Dewan Pers atau di tempat
lain yang ditetapkan Dewan Pers.
(3) Proses penanganan pengaduan mulai dilakukan paling lambat 14 (¢mpal
belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.
(4) Perkembangan penanganan pengaduan divmumkan di websile Dewan Pers,

Pasal 10

(1) Pengaduan gugur apabila;

a. Pengadu tidak menanggapi 2 (dua) kali sural atan panggilan Dewan
Pers.

b. Pengadu mencabui pengaduannya,

(2) Pengadu yang pengaduannya gugur, tidak bisa mengadu lagi untuk kasus
yang sama.

(3) Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan meskipun pihak teradu sudah 2
{dua) kali dikirimi surat, tidak membalas atau dipanggil, tidak datang.

i(4) Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat mengundang dan meminta
keterangan dari pengadu dan penanggung jawab media vang diadukan,

(5) Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat meminta pendapat pakar.

BAB VI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 11
(1) Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukii dan keterangan dari pengadu
dan teradu untuk mengeluarkan keputusan.
(2) Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-



menyurat, mediasi dan atau ajudikasi.

(3) Hasil mediasi para pihak dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan
dan ditandatangani oleh para pihak.

{4) Hasil mediasi prinsipnya bersifatl tertutup, kecuali para pihak sepakat uniuk
terbuka.

(3) Jika mediasi tidak mencapai sepakat, Dewan Pers akan mengeluarkan
Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.

{6} Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ditetapkan melalui Rapat Pleno dan
disampaikan kepada pengadu dan teradu serta divmumkan secara terbuka.

BAB VII
PELAKSANAAN KEPUTUSAN DEWAN PERS
Pasal 12

(13 Pengadu melaksanakan is1 Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Pernyataan Penilaian
dan Rekomendasi.

(2) Teradu wajib melaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi pada
kesempaltan pertama.

(3) Teradu wajib memuat atau menyiarkan Pernvataan Penilaian dan
Rekomendasi di media bersangkutan,

(4) Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi,
Dewan Pers akan mengeluarkan permyataan terbuka khusus untuk itu,

(3) Apabila putusan Dewan Pers berisi rekomendasi pemuatan Hak Jawab tidak
dilaksanakan olch perusahaan pers, dapatl berlaku ketentuan Pasal 18 ayal
(2) UL Pers.

(6) Dalam hal Dewan Pers menilai kasus yang diadukan bukan kasus pers,
Pengadu dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Pers uniuk tetap
membaniu penvelesaian kasusnya melalni mekanisme di luar Prosedur
Pengaduan ini.

Jakarta, 12 Juli 2017



Formulir Pengaduan

A. DATA PENGADU

Mama

l |
Pekerjaan | |
Alamat | |
[ |
[ |

Telepon/ Faximile
Email

B. DATA PERS YANG DIADUKAN

Nama Perusahaan | |
Pers

Judul Berita [ |

Edisi Penerbitan/

Tayangan [ |

Catatan: Sertakan karya jurnalistik yang diadukan

C. KETERANGAN TENTANG HAK JAWAB/HAK KOREKSI

Apakah Anda telah menyampaikan Hak Jawab/Hak Koreksi kepada pers
bersangkutan?

(] Ya [ ] Tidak
Jika Ya, apa jawaban dari pihak penerbitan?

D. PELANGGARAN KODE ETIK

Apa pelanggaran vang iclah dilakukan oleh pers bersangkuian?

Apa alasan yvang mendorong Anda mengadu?



Apa yang anda harapkan dari Dewan Pers?

Catatan lain (jika ada)?

Lampiran: (Lampirkan berita vang di adukan)
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IV. Pedoman Pemberitaan Media Siber

Pedoman Pemberitaan Media Siber
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak
asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari
kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber
memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat
dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers
bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman
Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:
1. Ruang Lingkup
a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan
melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers
dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau
dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara,
video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum,

komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita
a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama

untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.



c. Ketentuan dalam butir (a) diatas dikecualikan, dengan syarat:

i. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

ii. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel
dan kompeten;

iii.Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak
dapat diwawancarai;

iv. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih
memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya.
Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung
dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi,
dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran

(update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna
yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan
Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan
melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi
Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan
tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

i. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

ii. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku,
agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

iii. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta
tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat

jasmani.
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d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan
Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai
melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat
yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi
Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin
secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak
dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang
melanggar ketentuan pada butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak

mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik,
dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau
yang diberi hak jawab.
c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat,
koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
i. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di
media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
ii. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media
siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
iii. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi
atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut,

bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.



e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat
dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta
rupiah).

5. Pencabutan Berita
a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak
luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman
traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah
dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan
a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan

keterangan "advertorial”, "iklan”, "ads”, "sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa

berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya

secara terang dan jelas.
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9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini

diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012
Disepakati oleh:
ORGANISASI WARTAWAN DAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERS
1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia(1JT1)
. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)

2
3
4
5. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)
6. Serikat Perusahaan Pers (SPS)

.

. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia

Mengetahui ttd
Bagir Manan

Ketua Dewan Pers



V.
Ju
Se

Jurnalisme Verifikasi
rnalisme Verifikasi

lain bebas dari benturan kepentingan, media tidak boleh telan mentah-mentah setiap

informasi yang diterima. Setiap informasi harus diversifikasi. Bagaimana verifikasi dilakukan?

Ve
1.
2.

4.
5.
Ve

rifikasi dilakukan dengan cara:

Check and recheck. Cek lagi dan cek lagi.

Cover both sides dan cover multi-sides. Kalau ada dua pihak bersengketa, tanya kedua pihak
itu, jangan hanya satu pihak. Kalau masalah melibatkan banyak pihak, wawancara semua
pihak.

Cross check. Informasi yang diperoleh dari satu-dua sumber harus di-check ke sumber-
sumber lain.

Melihat masalah tidak hanya dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi.

Menelusuri masalah hingga ke sumber aslinya.

rifikasi ini acap diabaikan oleh media dengan berbagai alasan. Ada yang terpaksa melanggar

karena memburu kecepatan, mengejar klick bait, dan karena muatan kepentingan.

FAKTA ADALAH SUCI

Kita sudah memasuki era informasi tanpa batas. Kemajuan teknologi komunikasi telah
memudahkan penyebaran informasi. Masyarakat tidak lagi kesulitan mencari informasi.

Karena informasi datang setiap detik bagaikan air bah ke setiap smartphone.

Persoalan masyarakat di era industry 4.0 bukan lagi pada upaya mencari dan memperoleh
berita, melainkan pada menyeleksi berita yang datang dengan cepat. Orang tak perlu mencari
berita karena berita yang datang menghampiri setiap saat. Zaman sudah jauh berubah dan

akan terus berubah dengan lebih cepat.

Masyarakat perlu memiliki kecerdasan untuk menilai kualitas berita. Mana berita yang benar,
mana berita separuh benar, mana berita separuh bohong, dan mana berita yang sepenuhnya

bohong.
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Ke depan, literasi untuk menyeleksi berita yang diterima perlu menjadi perhatian setiap
orangtua dan lembaga pendidikan agar anak dan siswa terhindari dari berita bohong, berita

yang tidak menampilkan fakta seutuhnya, dan berita yang direkayasa dengan tujuan tertentu.

Di dunia pers, berita yang benar adalah berita yang sesuai fakta. Bukan berita yang sudah

diplintir, dimanipulasi, apalagi berita yang sama sekali tidak sesuai fakta.

UU Pers No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik menegaskan pentingnya
penyajian fakta yang terpisah dari opini. Wartawan tidak boleh mencampuradukkan fakta dan

opini. Dalam berita yang ditulis harus jelas mana fakta, mana opini.

Dalam konteks inilah fakta disebut suci. Fakta itu suci. Facts are sacred. Kesucian fakta harus

dijaga agar pembaca, pendengar, dan pemirsa mengetahui fakta sebenarnya.

Dalam UU Pers jelas ditegaskan, setiap warga negara Indonesia memiliki ‘right to know”. Hak
untuk mengetahui semua peristiwa penting. Pers yang diberikan privilege untuk melakukan

tugas jurnalistik wajib memenuhi hak rakyat untuk mengetahui berita yang sesuai fakta.

Berita bohong adalah sebuah pelanggaran berat terhadap UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Berita bohong adalah berita yang sama sekali tidak sesuai fakta.

Dalam melakukan tugas jurnalistik, wartawan menulis fakta, bukan fiksi. Opini narasumber,

wartawan atau media harus ditulis terpisah. Tidak boleh dicampuradukkan dengan fakta.

Yang dimaksudkan dengan “fakta adalah suci” dalam jurnalistik bukan berarti setiap fakta

adalah baik.



Fakta tentang pencurian, korupsi, penipuan, pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan

adalah fakta negatif, fakta kriminal, fakta yang melanggar moral dan hukum.

Fakta tentang tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir adalah fakta sedih tentang

bencana alam.

Fakta tentang tabrakan mobil dan pesawat jatuh adalah fakta memilukan tentang kecelakaan.
Tapi, semua fakta ini harus disajikan “apa adanya”, tidak boleh dimanipulasi, dipelintir, dan
dicampuradukkan dengan opini wartawan. Biarlah audiens mengetahui fakta apa adanya.

Biarlah audiens memberikan opini setelah mendapatkan fakta secara utuh.

‘Comment is free,” tulis CP Scot, editor Guardian pada tahun 1921. ‘But facts are sacred,”

sambungnya. Komentar itu bebas, tapi fakta adalah suci.

Orang boleh memberikan penilaian dan komentar apa saja atas fakta yang disajikan. Namun,
fakta harus disajikan apa adanya. Dalam konteks itulah fakta disebut suci. Kesucian fakta

harus dijaga oleh media massa lewat cara kerja yang benar.

Untuk menjaga kesucian fakta, setiap wartawan harus memiliki kejujuran, kejernihan pikiran,

keberanian dalam menyampaikan fakta, dan tanggung jawab terhadap audiens.

Untuk menjaga kesucian fakta, wartawan wajib melakukan verifikasi setiap berita yang
diperoleh, menjaga jarak dengan narasumber, dan bebas dari konflik kepentingan. Wartawan

yang memiliki kepentingan dengan sebuah kasus akan sulit menjaga kesucian fakta.
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JURNALISME POSITIF

Investortrust mengembangkan jurnalisme positif. Jurnalisme positif tidak melakukan cover up
atau menutup fakta, melainkan pemberitaan yang menampilkan aspek positif dan solusi dari
setiap peristiwa yang terjadi. Jurnalisme positif merupakan bagian dari jurnalisme berkualitas,

jurnalisme yang memberikan manfaat kepada publik.

Jurnalisme positif memenuhi sejumlah unsur berikut.
1. Berita yang sesuai kaidah jurnalistik:
a. Mengandung nilai berita. Suatu peristiwa dan pendapat memiliki nilai berita jika

memenuhi unsur berikut:
Kesatu, penting (significance): ada manfaat bagi pembaca.
Kedua, besar (magnitude): kejadian besar, terutama dilihat secara kuantitatif dan
dampaknya bagi manusia.
Ketiga, aktualitas: peristiwa yang baru terjadi dan belum dimuat media lain.
Keempat, kedekatan (proximity): peristiwa yang dekat dengan pembaca secara geografis
maupun emosional.
Kelima, tenar (prominence): menyangkut hal-hal yang terkenal.
Keenam, human interest (manusiawi): kejadian yang memberikan sentuhan perasaan,
hiburan, melepaskan ketegangan.
Ketujuh, lengkap (komprehensif): menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, di mana,

apabila, mengapa, dan bagaimana.

b. Berimbang (cover both sides) dan tidak memihak.

c. Tidak mencampuri opini dan fakta

d. Tidak mengadili atau menghakimi (trial by the press).

e. Bahasa yang baik dan benar, komunikatif, efektif, efisien, dan sopan. Bahasa yang
digunakan tidak bermakna ganda. Mengelak kata-kata superlatif, dsb.

f. Penyajian (tata letak, huruf, suara, warna, dan infografis) yang menarik.



. Berita yang sesuai asas kemanusiaan:

. Menghargai dimensi manusia dan kemanusiaan. Menghormati harkat manusia. Tidak

melanggar hak asasi manusia (HAM) dan melecehkan manusia dan kemanusiaan.

. Mengkritik bukan untuk membunuh, menghancurkan, melecehkan, melainkan untuk

perbaikan atau meningkatkan kualitas manusia.

. Menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

. Meningkatkan peradaban manusia.

. Berita yang objektif:

. Tidak menyajikan berita yang belum jelas kebenarannya agar tidak terjebak pada berita

bohong.

. Tidak memanipulasi, memutarbalikkan fakta, dan memelintir fakta.
. Tidak menutup masalah yang terjadi.
. Tidak mencampuri opini dan fakta.

. Berimbang, tidak memihak (cover both sides)

Menampilkan masalah secara lengkap dari berbagi sisi (multi-angles) dan berbagai

sumber (multi- sources).

. Berita yang bermakna:

. Membantu pembaca memahami persoalan yang diberitakan dalam konteks isu besar

yang dihadapi masyarakat.

. Memenuhi kebutuhan pembaca.

. Membantu pembaca memecahkan persoalan sehari-hari dan mengantispasi masa akan

datang.

. Agar mampu memberikan makna, berita yang disajikan juga menjawab pertanyaan,

‘What next?”
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5. Berita yang menumbuhkan optimisme dan perilaku positif:

a. a. Informasi yang disajikan memberikan optimisme dan harapan kepada pembaca. Ini bisa
dilakukan dengan menonjolkan aspek positif dari suatu masalah, menampilkan success story
dari seseorang, dan solusi untuk menghadapi masa akan datang.

b. Senantiasa mengembangkan dan mengeksploitasi pemikiran positif dalam setiap penulisan

berita.

c. Informasi yang disajikan mendorong pembaca berperilaku positif.

Jakarta, 16 Oktober 2023

Redaksi Investortrust



